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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c, h dan i Pasal 10 ayat 
(3) huruf s, dan Pasal 44 huruf e, f,g,h dan i UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggara Pemilu; 

 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 
ayat (1) dan ayat (4), Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu 
menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Tata 
Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil 
Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar. 

 
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini 

adalah : 

UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 
Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4631); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51); UU Nomor 31 Tahun 
2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251); UU 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4801); UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, 
dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); UU Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4389); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana 



telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 
tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
UU Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
59); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4719); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); Keputusan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata 
Cara Penyelenggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan 
KPU Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU 
Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, 
Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU 
Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 
Tahun 2003 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja 
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota. 

 
Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 33 Tahun 2008 diatur 

tentang : 

Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 oleh PPK dan KPU 
Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.  



 CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
  tanggal 20 September 2008, dengan ketetuan apabila dikemudian hari terdapat  
  kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

-  Lampiran 7 Halaman. 


